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BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2OIg

TENTANG :

MEI(ANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 6 peraturan
Daerah Kabupaten cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentangPenyertaan Modar Daerah kepada perusahaan Daerah AirMinum, perlu menetapkan peraturan Bupati tentangMekanisme penyertaan Modar Daerah k"p;;" perusahaan
Daerah Air Minum;

: 1' Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan, propinsi Dj?y3 garai (derita NegaraRepubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3[ sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Und.ang Nomor 4 Tahun1968 tentang pembentukan (abupateln purwakarta danKabupaten -subang dengan Menglbah Undang U"a""gNomor 14 Tahun 1g5o tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Daram Lin[kung"" 
- 
F opinsi DjawaBarat (Lembaran Negara neptuut" Indonesia Tahun1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2g51);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentangPerusahaan . Daerah (Lembaran fV.g.." RepublikIndonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 23g7);

3. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2OO3 tentangKeuangan N_egara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOS. Nomor 47, Tambihan t .*U..., NegaraRepublik Indonesia Nomor a2g6);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan pengeroraan dan Tanggungjawab Keuang#Negara (Lemb,aran Negara nepuu[t Ildonesia Tahun

2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aaOe;



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumber DayaAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor a3TT);

6' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentangPemerint*^ry D- aerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oo4 Nomor r2s, Tambatan Lembaran N;;;."Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana tEt"r,beberapakari diubah terakhir dengan'Undang_undang Nomor12 Tahun 2009 tentang peruba-han Kedui Atas frra..rg_Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a8afl;

7 ' Undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahrin zotl Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomors2sa);

B. Peraturan pemerintah Nomor g2 Tahun 2oo7 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air(Lembaran Negara Repubrik Indoiesia Tahun 2oor Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora16t);

9. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentangPengembangan sistem penyediaan Air Minum g,"*r"r.r,
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor44eO);

10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara iepubrikIndonesia Tahun 200s Nomor 51, Tambahln LemlaranNegara Republik Indonesia Nomor +dZO1;
1 1. Peraturan pemerintah Nomor sB Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 200s Nomor r4o, Tambah-an Lembara.,

Negara Republik Indonesia Nomor aSZg);
12. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2o0s tentangPedoman penyusunan dan penerapan standar perayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 15o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

13. Peraturan pemerintah Nomor Tg rahun 200s tentangPedoman pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan
Pemerintahal Daerah (Lembara' N.g.r. Repubiik tni"onesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambaf,an Le-mbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aS93);



.)

14" peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2ooz tentangPembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah]
Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2oor Nomor g2, Tambahan iembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aZ3T);

15. peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 200g tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesifTahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor age);

1 6 
Xs3s'T#,ffi"3:fltrffi '.1"J:#' ??ffiLI:,*H::Jil*l
Daerah Air Minum;

17 - peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1s Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir aengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2t rahun 2or1 tentangPerubahan Kedua Atas peraturan Menteri Daram IvegerTNomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelollan
Keuangan Daerah;

18' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OI2
Lentang Pedoman pengelolaan Investasi pemerintah Daerah;

19- peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 3lHuklo2l'211975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
M]n-um Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kibupaten Daerah
Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tentang perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah- Tingkat IIcianjur Nomor 3lHukl o2r.2ligzs tentang pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerih Tingkat II
Cianjur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2OOTtentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten cianjur Tahun 2oo7 Nomor 02 Seri D);

2I. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Ta11un 2OI2tentang penyertaan Modal Daerah Kepada perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Iiabupaten Cianjur
Tahun 2Ol3 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

BAB I

KETENTUAN

Pasal

Dalam Peraturan Bupati
'l I-\^^-^L ^l^1^1^ r.-1---

UMUM

1

ini, yang dimaksud dengan :



+

2. Pemerintah Daerah adarah Bupati beserta perangkat daerahlain sebagai unsur penyerenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Peng:1{aa1 

J<guangan dan Aset Daerah, selanjutnyadisebut DPKAD adalah dinls pengelolaan keuangan dan asetdaerah Kabupaten Cianjur.
5. Pejabat pengerola 

_Keuangan Daerah, seranjutnya disebutPPKD adarah Kepara Dinas pengerolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten cianjur sebagai organisali p"r""sk"tdaerah yang mempunyai tugas melaksa-nakan pengeroraanAnggaran Pendapatan dan Beranja o".."r, dan bertindak' sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6' B1s-ian Koperasi 

-Perdagangan Perindustrian dan pariwisata
adalah bagian koperaii perdagand; p";industrian danpariwisata Sekretariat Daer.f, f.Urp.ten bianjur.

6. Perusahaan Daerah Air Minum,
adalah perusahaan Daerah Air
Kabupaten Cianjur.

selanjutnya disebut PDAM
Minum milik pemerintah

7 ' Penyertaan Modar Daerah adarah setiap usaha dalammenyertakan modar Daerah pada suatu usaha bersamaantar daerah dan/atau dengan- badan usaha swasta/ badanlain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh usah a/bad,anlain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang seranjutnyadisebut A'BD adarah Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Cianjur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(i) Maksud dan tujuan penyertaan Modal Daerah kepada PDAMadalah untuk penguatan modal perusahaan danmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalammemenuhi kebutuhan air bersih.
(2) Apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudahmencapai BO% (delapan puluh p".""rr; diwitayah' i.rk";;;;dan 600/o (enam puluh persen) di *il.y"h perde"aan, pDAMdiharuskan untuk memberikan "k.rrrtrr.rg.., 

kepadaPemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB III
BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Besaran Penyertaan Modal

Pasai 3
(1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dialokasikan kepadaPDAM Tahun Anggaran 2012 ib."., pp o.soo.000.00o oo
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(2) Besaran alokasi penyertaan Modar Daerah kepada PDAMyang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya,adalah :

a' tahun anggaran 2ot3 sebesar Rp 13.500.000.000,00
(tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

b' tahun anggaran 2014, sebesar Rp 20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah);

c' tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah);

d' tahun anggaran 2016. sebesar Rp 15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah).

(3) Besaran alokasi penyertaan Modal Daerah sebagaimanadimaksud paq3 ayat (2) merupakan batas tertinggi bagiPemerintah Daerah dalam APBD tahun ffig"r;,bersangkutan.

Bagian Kedua
Peruntukan penyertaan Modal Daerah

Pasal 4
Peruntukan penggunaan dana penyertaan Modar Daerah kepadaPDAM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berpedoman r."ir"J"Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2or2 dan untuk setiaptahunnya disesuaikan dengan proposal pengajuan.

BAB IV
MAKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran
pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dicantumkan dalam
rencana kerja anggaran ppKD.

(2) Rencana kerja anggaran ppKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan dasar penganggaran penyertaan Modal
Daerah kepada PDAM.

(3) Penganggaran penyertaan Modar Daerah kepada PDAM
sebagaimana dimaksud" pada ayat (2) dimasukan dalam
kelompok belanja pembiayaan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 6
(1) Pencairan dana penyertaan Modal Daerah kepada PDAM

didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran ppKD.
(2) Pencairan dana penyertaan Modal Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung melalui rekenins pDAIrrr
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Pasal 7
(1) IDAM mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan

Modai Daerah kepada Bupati d..rg.r, tembusan "k.p;i;
PPKD, dengan melampirkan persyaratan:
a. kuitansi bermaterai cukup rangkap 4

ditandatangani dan dibubuhi cap;
b. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
c. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincianrencana penggunaan belanja penyertaan modal;
d. surat pernyataan tanggungiawab bermaterai cukup;
e' phgto copy kartu tanda penduduk Direktur (yang masihberlaku);

f' photo copy rekening bank (yang masih berraku) atas nama
PDAM.

Atas .dasar persetujuan Bupati, ppKD menerbitkan suratpermintaan pembayaran, surat perintah membayar, dansurat perintah pencairan dana atas nama Bendaharawan
Pengeluaran PpKD.

surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan olehBendaharawan Umum Daerah/Krr"i Bendaharawan UmumDaerah disampaikan kepada Bank Jabar Banten cabangcianjur untuk memindahbukukan dana penyertaan ModalDaerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening
Bendaharawan pengeiuaran ppKD.

Bendahara pengeluaran ppKD menyarurkan danasebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening pDAM.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan pertanggungiawaban

Pasal 8
Laporan pertanggrrngiawaban penggunaan dana penyertaan
Modal Daerah disampaikan -oleh 

PDAM kepada Bupatimelalui Instansi yang membidangi investasi di ringkungan
Pemerintah Daerah dengan tembusan disampaikan"r."plJ"
DPKAD.

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
!tt merupakan dasar pertimbangan pencairan dana
Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM selanjutnya.

BAB V
LAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9
PDAM wajib membuat raporan penggunaan dana penyertaan
Modal Daerah kepada Bupati melarui instansi yang
membidangi investasi di lingkungan pemerintah Daerah dan
tembusan disampaikan kepada DpKAD.

(empat)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)



7

(2) Pemantauan g* pengendarian dana penyertaan ModalDaerah kepada poevr dilakuka" tr"r, instansi yangmembidangi investasi di ringkung., p.*rir.t.n Daerah.
(3) Laporan has, pemantauan dan_ pengendarian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 10
Peraturan Bupati ini murai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar 

, 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan Bupat]. ini, ;;;;"" penempatannyadaiam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. o----

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 15 pebruari2Ol3
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di CianiJur
i[.rn.f3 taraggal 15 Februuii ZOLS

:IS \EIRAH KABUPATEN CIANJUR,

UDDIN ALI., \_./ -a

BERrr,i tAgd*{-BUpATEN .TANJUR 
'AHUN 

20 r sNoMoR e.


